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ABSTRAK

Yesi Esdayanti; NIM. SHP.151900; Penegakan Hukum Terhadap Keikutsertaan
Aparat Desa Dalam Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Emas Tanpa
Izin (PETI) Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Raden
Anom Kec. Batang Asai).

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan penegakan hukum terhadap
keikutsertaan aparat desa dalam kerusakan lingkungan akibat penambangan emas
tanpa izin (PETI) menurut hukum positif dan hukum islam (studi kasus desa
Raden Anom Kec. Batang Asai). sebagai tujuan diantaranya untuk untuk
mengetahui penegakan hukum atas keterlibatan aparat desa dalam tindak pidana
penambangan emas ilegal di desa Raden Anom Kec. Batang Asai, untuk
mengetahui tentang pandangan hukum positif dan hukum islam terhadap
kerusakan lingkungan akibat penambangan emas tanpa izin (PETI) di desa Raden
Anom Kec. Batang Asai. Serta untuk mengetahui tentang faktor penghambat
dalam penegakan hukum atas keterlibatan aparat desa dalam tindak pidana
penambangan emas ilegal di desa Raden Anom kecamatan Batang Asai. skripsi
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui
observasi, wawancara dan dokumentasi. berdasarkan penelitian yang dilakukan
diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: pertama, penambangan emas di
sepanjang sungai batang asai sarolangun tersebut adalah illegal, karena tidak
mengantongi izin dari instansi terkait. kemudian akibat aktifitas pertambangan
emas tersebut menimbulkan pencemaran, kerusakan lingkungan hidup akibat
limbah yang dihasilkan dari aktifitas pertambangan tersebut, sehingga
menyebabkan kerugian bagi masyarakat setempat; kedua : pandangan hukum
positif dan hukum islam terhadap kerusakan lingkungan akibat penambangan
emas tanpa izin (PETI) di desa Raden Anom kecamatan Batang Asai kedua
hukum tersebut melarang dan ada sanksi bagi yang melakukan penambangan
tersebut, ditinjau dari hukum islam juga hukumnya haram karena dapat
mengakibatkan kerusakan lingkungan; ketiga: setelah melakukan beberapa
wawancara dengan beberapa informan, maka penulis menyimpulkan beberapa
faktor penghambat dalam penegakan hukum atas keterlibatan aparat desa dalam
tindak pidana penambangan emas ilegal di desa raden anom kec. batang asai
adalah kurangnya komunikasi, komunikasi merupakan hal terpenting dalam
melakukan berbagai kegitan termasuk dalam upaya penertiban PETI, hanya saja
komunikasi dan kerjasama antara tim terpadu penertiban adalah kurang baik.
selain itu kurangnya dana dan fasilitas yang terbatas menyebabkan penertiban peti
sulit untuk dilaksanakan oleh tim sehingga memerlukan usaha dan waktu yang
cukup lama untuk memberantas atau menghentikan aktivitas peti tersebut. adanya
oknum yang tidak bertanggungjawab yang membackup aktivitas peti membuat
tim semakin sulit menertibkan peti dan kurangnya dukungan masyarakat
merupakan faktor penghambat paling utama bagi tim dalam menertibkan peti di
kecamatan Batang Asai, sehingga aktivitas peti masih dilakukan masyarakat
hingga sampai saat ini.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Aparat Desa, Kerusakan Lingkungan, PETI
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menurut hukum positif dan hukum Islam (studi kasus Desa Raden Anom Kec.
Batang Asai)”, merupakan suatu penelitian tentang studi pengakajian lapangan
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c =02 O A Latar Belakang Masalah
3282 g
IB =8 L— _ﬁ Kekayaan alam yang Allah berikan kepada manusia sangat beraneka
LAy o
;E ;; ragam, baik kekayaan alam berupa fauna, flora maupun pertambangan.!
T = 3 35
T = O
i’:’ g Semua Allah berikan tidak lain hanya untuk kemaslahatan para hambaNya
g28
S5e5 yang kesemuanya wajib disyukuri dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.
@ =8 Khusus di wilayah Indonesia, seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk
£5¢
98 & kekayaan alam yang terkandung didalamnya (merupakan karunia Tuhan Yang
z2 2
f’;;’ Maha Esa)adalah kekayaan nasional, maka dikuasaioleh negara dan
g o
g 5 ; dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa
gga

~ 3 Indonesia.?

Kekayaan alam Indonesia terkenal sangat melimpah. Areal hutannya
termasuk paling luas di dunia, tanahnya subur, pemandangan alamnya begitu
indah. Wilayah perairannya sangat luas, dengan komoditi ikan yang sangat
besar turut berperan penting dalam kehidupan manusia.’

Tidak hanya itu, di daratan terdapat berbagai bentuk barang tambang
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berupa emas, nikel, timah, tembaga, batubara dan sebagainya. Di bawah perut
bumi sendiri tersimpan gas dan minyak yang juga termasuk cukup besar.

Namun melihat fakta yang ada, ternyata sumber daya alam yang demikian

! Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, alih bahasa: Didin
Hafidhuddin dkk, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hal. 138

? Pasal 1-2Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria.

¥ Akhmad Fauzi, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi, cet. ke-
1,(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 98.
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kaya itu tidak kunjung memberikan berkah bagi rakyat Indonesia, khususnya
dalam hal industri pertambangan. Industri ini bak “serigala berbulu domba”, ia
menutupi kebusukannya dengan berbagai hal dan janji-janji manis.* Sungguh
sangat kontradiktif dengan misi yang tertuang di dalam UUD 1945,
menyatakan dengan tegas bahwa kekayaan alam Indonesia harus dikelola dan
dimanfaatkan secara lestari bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan umat
manusia pada umumnya untuk sekarang dan di masa yang akan datang.”
Seperti telah banyak diketahui, di Indonesia khususnya sepanjang
pemerintahan orde baru, individu ataupun swasta bisa mendapatkan hak untuk
menguasai dan mengeksploitasi potensi-potensi sumber daya alam seperti
barang tambang (batubara, emas, tembaga), hutan, minyak dan gas bumi dan
sebagainya. Adanya kuasa pertambangan melalui kontrak karya yang
diberikan pemerintah kepada badan usaha atau perorangan secara tidak
langsung telah memberikan wewenang swasta untuk melaksanakan usaha
pertambangan yang terdiri dari penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi,
pengolahan sampai pemurnian dan pengangkutan sampai dengan penjualan.®
Konsep dari kepemilikan dari kekayaan alam bangsa Indonesia yang berasal
dari bahan galian tambang adalah “milik seluruh Rakyat Indonesia”,
sebagaimana tertulis di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Ini berbeda

dengan konsep di negara lain yang menganut bahwa pemilik dari tambang

* Alex Jebadu dkk, Pertambangan di Flores-Lembata Berkah atau Kutuk?, (Maumere:

Penerbit Ledalero, 2009), hal. vi-xi.

> M. Daud Silalahi, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan

Indonesia, cet. ke-1, (Bandung: PT Alumni, 2001), hal. 98.

® Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005),

hal. 2.



uninBogas yoiuociadweaw Butuo)q 7

IELLO BUINE wIf Wizl duny

17

HIOONAYE YHYHL NYHLTS
o3 £

N AW ordio JoH ©

-\.
e

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang

| i~

Pertambangan Mineral dan Batubara (baca:UU Minerba) sebagai pengganti

I
R . . T
T ER yang ditemukan dalam wilayah area tanah seseorang adalah dimiliki orang
L:T: o Z tersebut. Hal ini juga berlaku pada zaman penjajahan oleh pemerintah Belanda
BBas o
: f; E: e yang dikenal sebagai konsep hak konsesi, di mana perusahaan swasta, berhak
5532 0

:“: 5 untuk memiliki kandungan kekayaan bahan galian tambang.’
2 3

dari Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan

AunbDugusdsy uoyibnisw yo
nuad uobuuaday yngun

|50 JagUUNS uDXiNgaAusLl Op uoywnuoauaw oduny i spng oAaoy yrunes noyo uop uoibogas dunbBusw Buouong *|

Pokok Pertambangan maka sistem Kontrak Karya (Contract of Work) dan

D, D

__": Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) tidak berlaku lagi. Undang-
L%é undang Minerba mengatur usaha pertambangan di Indonesia melalui izin
25 usaha pertambangan (IUP).2 Namun izin tersebut telah memberikan
;—% kesempatan luas kepada badan usaha swasta dan individu atau perorangan

untuk mengambil dan mengeruk barang tambang di seluruh wilayah

pertambangan indonesia.

undodo ynued Woop iU SNy BAIDY Yrunies Noyo ue

Dalam pandangan Islam, menurut Nabhani, hutan dan bahan tambang
yang tidak terbatas jumlahnya dan tidak mungkin dihabiskan adalah milik
umum dan dikelola oleh negara, hasilnya harus diberikan kepada rakyat dalam
bentuk barang yang murah berupa subsidi untuk kebutuhan primer masyarakat

semisal pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum.® Islam sebagai agama yang

e uosnuad ‘uododo) uounsniusd o) o

paling sempurna telah memberikan tuntunan dalam mengelola dan

memanfaatkan semua isi perut bumi untuk kemaslahatan manusia. Dari

’ Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan,cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. vi.

® pasal 1 ayat (6)Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara.

% Taqyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, alih
bahasa: Moh. Maghfur Wachid, cet. ke-7, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002). hal. 252.
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deskripsi singkat diatas, penulis merasa perlu untuk meneliti perbedaan

perspektif antara hukum Islam dan hukum positif (UU No. 4 tahun 2009

dynBusayg -q
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il

tentang pertambangan mineral dan batubara) mengenai kepengelolaan barang
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tambang nasional.
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Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) membagi semua

|_.-

tindak pidana, baik yang termuat di dalam maupun di luar KUHP,
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menjadi dua golongan besar, yaitu golongan kejahatan (midrivjen) yang

teramat di dalam buku Il dan golongan pelanggaran (overtredingen) yang

e, 5

termuat dalam Buku Il KUHP. Adapun terdapat penggolongan kualitatif

|

h
Aoy uosinuad ‘uoiyausd ‘voypipuad uoBuguaday Jngun
)50 JSCUWINS UDHINGSAUSLL O UDyLUINUD U oduny i sijpny oAloy yrunes noyo uop uoiboges dnBusw Buouojg * |

dalam Buku Il KUHAP perihal kejahatan. Di antara bentuk-bentuk kejahatan

DUINS NIM X

itu adalah: Kejahatan terhadap keamanan negara, pemalsuan surat, kejahatan

ts[Tlaly

terhadap nyawa orang, kejahatan terhadap kemerdekaan orang, kejahatan
terhadap lingkungan, dIl.*

Penegakan hukum merupakan usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah
atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban
dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat
kekuasaan baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para
penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.™*

Sungai Batang Asai yang terletak di kecamatan Batang Asai desa Raden

e uosnuad ‘uododo) uounsniusd o) o

Anom. Awalnya Sungai Batang Asai dimanfaatkan warga untuk aktifitas

sehari-hari seperti sumber air minum, mandi, mencuci pakaian, mencuci

1% Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Refika Aditama,
Bandung, 2003, hal. 114.

1 Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta,
1981, hal. 15.
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piring, mencari ikan. Sekitar tahun 2000 warga banyak mencari penghasilan
melalui penambangan batu, pasir dan penambangan emas secara liar atau yang
lebih dikenal dengan penambangan emas tanpa izin (PETI).*?

Adanya kegiatan PETI, banyak warga yang beralih pekerjaan dari petani
karet dan sawit menjadi penambang emas, karena secara ekonomi kegiatan
PETI lebih menguntungkan. Dalam satu hari para pelaku PETI dapat
menghasilkan antara 3 juta hingga 10 juta. Bekerja mulai pukul delapan pagi
hingga lima sore. Warung-warung pun bermunculan guna menyediakan
makanan bagi para penambang, karena para penambang tidak mau lagi
membawa bekal makanan dari rumah.

Penambangan emas tanpa izin (PETI) bagi masyarakat desa Raden
Anom Kec. Batang Asai merupakan pekerjaan yang menggiurkan disamping
bisa mendapatkan keuntungan yang banyak pekerjaannya pun tidak terlalu
rumit sehingga wajar masyarakat setempat banyak beralih pekerjaan menjadi
penambang emas illegal, yang tidak kala menariknya kita teliti adanya oknum
aparat yang ikut serta dalam penambangan ini, seperti diungkapkan Fahrurrazi
adanya oknum aparat yang ikut serta dalam penambangan karena ketergiuran
dari penghasilan yang dihasilkan dari penambangan ini. Sebagai contoh kepala
desa maupun aparat penegak hukum ikut serta menanamkan modalnya pada
penambangan emas ini.**

Untuk itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian, dengan

mengambil judul "‘penegakan hukum terhadap keikutsertaan aparat desa

'2 Hasil observasi awal dan wawancara dengan warga “Fahrurrazi “ (warga desa Raden

Anom) pada tanggal 29 Agustus 2018, pukul 14.00WIB

13 1bid
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dalam kerusakan lingkungan akibat penambangan emas tanpa izin (PETI)

a3d q

menurut hukum positif dan hukum islam (studi kasus desa Raden Anom kec.

uodynBu

Batang Asai)"
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B. Rumusan Masalah
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1. Rumusan Masalah
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Dalam rangka memfokuskan pembahasan, penulis merumuskan

beberapa hal yang perlu dikemukakan dalam skripsi ini, diantaranya :

oA uoBuyuaday uoyiBn

a. Bagaimanakah penegakan hukum atas keterlibatan aparat desa dalam

IO DUINg NI Moo

tindak pidana penambangan emas ilegal di desa Raden Anom kec.
Batang Asai?

Apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum atas
keterlibatan aparat desa dalam tindak pidana penambangan emas

ilegal di desa Raden Anom kec. Batang Asai?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
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Dari adanya pembatasan dan perumusan masalah di atas, diharapkan

penelitian ini mempunyai tujuan yang bermanfaat untuk pribadi sendiri

atau untuk orang lain. Di antara tujuan yang diharapkan adalah:

a. Untuk mengetahui tentang penegakan hukum atas keterlibatan aparat
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b. Untuk mengetahui tentang faktor penghambat dalam penegakan

a3d q

uodynBu
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hukum  atas keterlibatan aparat desa dalam  tindak  pidana

penambangan emas ilegal di desa Raden Anom kec. Batang Asai.

2. Kegunaan Penelitian
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Adapun kegunaan yang bisa ditimbulkan dari penelitian ini baik

secara praktis dan teoritis, penulis ingin agar penelitian ini bisa

memberikan manfaat:
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Secara teoritis penelitian ini merupakan kontribusi besar terhadap
pengembangan hukum pidana islam di masa yang akan datang.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
yang bersifat emansipatoris terutama dalam hal kepedulian pada
penegakan hukum atas keterlibatan aparat desa dalam tindak pidana

penambangan emas ilegal.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Pada permasalahan pertama dengan menjawabnya digunakan teori

tentang Pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang dilakukan
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oleh aparat desa yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui

beberapa tahap, yaitu:
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a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh
badan pembuat undangundang, tahap ini disebut tahap kebijakan

legislatif.
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b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat
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penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, tahap ini

|_.-

ingas yoAuociadwsw Bunioig 7

(=4
&
A unBuyuaday uoyBrisw jo

T
o
5]
0O
i
&
=
o
2
e
c
o
=
]
o
o
&
in)

disebut tahap kebijakan yudikatif.

c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret

oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini dapat disebut juga

I, D

sebagai kebijakan eksekutif atau administratif.*

|

Aoy uosinuad ‘uoiyausd ‘voypipuad uoBuguaday Jngun

Berdasarkan tahapan tersebut, maka kebijakan kriminal melalui

DUINS NIM X

hukum pidana dimulai dari tahap formulasi yakni dengan merumuskan

ts[Tlaly

peraturan perundangundangan (hukum pidana), kemudian peraturan
perundang- undangan tersebut diaplikasikan melalui sistem peradilan

pidana. Oleh karena itu, tahap formulasi atau kebijakan legislatif

undodo ynjusd Woop Ul SNy oAoy U run|jas

merupakan tahapan yang paling strategis dari kebijakan hukum pidana,
serta memiliki urgensi yang tinggi untuk menentukan keberhasilan upaya
penanggulangan kejahatan pada tahapan selanjutnya yakni tahap aplikasi

dan eksekusi. Apabila terdapat kekurangan atau kelemahan dari
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kebijakan legislatif, maka akan menjadi kelemahan strategis pula yang
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dapat menghambat kebijakan yudikatif dan kebijakan eksekutif. Kebijakan
legislatif sebagai tahapan awal yang paling strategis ini harus

diperhitungkan sebaik- baiknya oleh badan legislatif.  Sehingga

oins J:::"I:::!’,J!_ noo

4 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhaki,
Bandung, 1996, hal. 152-153
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upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui sarana
hukum pidana bukan hanya tugas dari aparat penegak/penerap hukum,

tetapi juga tugas dari aparat pembuat hukum/badan legislatif. Upaya

DYLNS NIN AW D1diD JoH &)
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pencegahan dan penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan

wior
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e

pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan/politik

|_.-
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kriminal dengan kebijakan/politik sosial, serta ada keterpaduan antara

upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal dengan sarana non

penal.

Pada permasalahan kedua dijawab dengan teori penghambat
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penegakan hukum. Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada

DUINS NIM X

faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut

ts[Tlaly

mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya

terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah,

sebagai berikut:

a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang
saja.

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun

menerapkan hukum.
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c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku

atau diterapkan.
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keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.*®

b. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan

T 24
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3 e
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o
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o O = — f . . .
? -;E = e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang
= g o —
o620 : . .. .
S5S9p Z didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.*
TR&F5 v
3 J 0 -'_1
=585 3 2. Konseptual
w = t . .
a2 3 a. Penegakan hukum merupakan usaha-usaha yang diambil oleh
ar © pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa
a :L_:
g
=

lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.’

c. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan
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sesuatu yang oleh peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai

DUINS NIM X

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan

sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam

ts[Tlaly

pidana oleh peraturan Perundang-Undangan, harus juga bersifat
melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum
masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan
hukum, kecuali ada alasan pembenar.*®

d. Penambangan emas ilegal merupakan kegiatan eksplorasi emas yang

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang tanpa mendapatkan

|50 JagUUNS uDXiNgaAuaLl DP uDywnuoauaw oduny i sipng oAoy

izin dari pihak yang berwenang. *°

!> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Rajawali,
Jakarta, 1986, hal:3

'° Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta,
1981, hal. 15.

7 Fokus Media, 2012, Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bandung,
Fokus Media, hal. 3

'8 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bhaki,
Bandung, 1996, hal. 152-153

¥9'H. salim HS, Hukum Pertambangan Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hal. 97
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Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku

InBuuaday uoyiBnisuw 3o

w
£
1 T 25
» 33 o
EX 5 -
§3 O
=} +
: O
gxo30 = E. Tinjauan Pustaka
d%%a0 =
= 00 5 O .
3553 Z 1. Pengertian Penegakan Hukum
35528 9 ' i
EE; S@ ¢ = Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-
200 =g 0
fap = T = —
Fal r F . . . . . .
23882 3§ ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.
ax~9¢ & Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.
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dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide

DUING MM J0fDw £

dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan.
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Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.?°

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-
kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak
sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan,
memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif

|50 JagUUNS uDXiNgaAuaLl DP uDywnuoauaw oduny i sipng oAoy
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dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu,
memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in

concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil

% Dellyana, Shant.1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32
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kenyataan.
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Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-
kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan

hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara
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konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian,

ts[Tlaly

dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung
jawab.
Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:*
a. Ditinjau dari sudut subyeknya:
Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua
subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang

menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak
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melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan
hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan

hukum.

2L 1bid him 33
22 1bid him 34
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0 c C b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:
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g = Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-

nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal

Q

maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti

sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan
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peraturan yang formal dan tertulis.

2. Pengertian Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap

orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar
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hukum ataupun tidak sesuai dengan Perundang-undangan. Istilah
pidana merupakan istilah teknis-yuridis yang berasal dari terjemahan
delict atau strafbaarfeit. Disamping itu dalam bahasa Indonesia, istilah

tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa

|50 JagUUNS uDXiNgaAusLl Op uoywnuoauaw oduny i spng oAaoy yrunes noyo uop uoibogas dunbBusw Buouong *|

pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat

IGLIBr oyng NIn w2zl oduoy

dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum.

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan
kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi
syarat-syarat  tertentu. Pidana pada umumnya sering diartikan

sebagai hukuman. Hukuman adalah pengertian yang bersifat umum,
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“perbuatan pidana” yang selanjutnya mendefinisikan perbuatan pidana
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- %E = sedangkan pidana merupakan suatu pengertian yang bersifat
L: = f_j Z khusus sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.?®
BBas @
=248 g e Berdasarkan keenam istilah sebagai terjemahan delict atau
g agC O
Rz c : . - : :
328 2 9 strafbaarfeit Wantjik Saleh menyatakan bahwa istilah yang paling baik
S a o 3
5 S D = . .. .
L,—T az © dan tepat untuk dipergunakan adalah antara dua istilah yaitu
= a =2
~2akt
L. :;:“ “tindak pidana” atau “perbuatan pidama”.24
f 3 Sedangkan Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah

sebagai “perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan
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diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan

tersebut”.?®
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Berdasarkan pengertian tersebut, beliau memisahkan antara
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perbuatan dengan orang yang melakukan. Pompe merumuskan bahwa
suatu strafbaarfeit itu sebenarnya tidak lain daripada suatu tindakan
yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan
sebagai tindakan yang dapat dihukum.?®

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak

|50 JagUUNS uDXiNgaAuaLl DP uDywnuoauaw oduny i sipng oAoy

melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-undangan

dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan

%% Dikutip dari Tesis Figa Zulkarnain dengan judul, Penegakan Hukum Tindak Pidana
Korupsi, Universitas Sriwijaya, Palembang. 2013, hal. 19

** Wantjik Saleh. Tindak Pidana Korupsi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hal. 9

% Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal. 1.

% PAF Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1987, hal.
174

WD UpPPNIDS DYDY UDUYNS JO ANSISAIUN DILUD(S| 8101

i
bt



uninBoges yoduocadulawl Butuo)q 7

AupBuyuaday uoyiBnisuw 3o

undodo ynued Woop iU SNy BAIDY Yrunies Noyo ue

IGLIBr oyng NIn w2zl oduoy

29

HIOONAYE YHYHL NYHLTS
o3 £

pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan

tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-
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undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan
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dengan kesadaran hukum masyarakat. ~ Setiap tindak pidana selalu
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dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.?’
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Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan
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pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya

dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat

e, 5

dalam KUHAP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar
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KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-
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Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Bea Cukali,
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Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya
dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai
dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan.
Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar
KUHP vyang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti
Undang- Undang Hak Cipta, Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah,
dan sebagainya. Menurut Roscoe Pound dalam Lili Rasjidi

menyatakan bahwa Kkonstelasi negara modern, hukum dapat

e uosnuad ‘uododo) uounsniusd o) o

difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool of social

engineering).?

?" Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bhakti,
Bandung, 1996, hal. 152-153.

%8 Roscoe Pound, Filsafat Hukum, Bhratara. Lili Rasjidi, Jakarta 1992, Dasar-Dasar Filsafat
Hukum,Alumni, Bandung, 1978. hal. 43.
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tindak pidana illegal mining juga terdapat bermacam-macam tindak
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pidana lainnya, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha
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pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang

ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang

&
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Apipuad uoBugueday yniun oAuoy uodynBuad ‘o

pertambangan.

1, B

Ketentuan pidana lebih banyak ditujukan kepada perbuatan

|
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yang dilakukan oleh penerima/pemegang izin tambang. Selain itu
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UU Pertambangan juga mengatur tentang tindak pidana yang

ts[Tlaly

ditujukan kepada pejabat pemberi izin sebagaimana Pasal 165 yang
berbunyi: “Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang

bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan
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kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara
dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00”. Perbuatan
penyalahgunaan kewenangan sifatnya luas tetapi terhadap pejabat

penerbit izin tersebut dibatasi sepanjang perbuatan penerbitan [UP,
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IPR, atau IUPK saja. Tujuan diaturnya tindak pidana ini agar
pejabat tersebut dapat bekerja dengan baik dan melayani kepentingan
masyarakat dengan semestinya.

Pelaku tindak pidana di bidang pertambangan di atas yang

dijatuhi pidana penjara dan denda merupakan hukuman pokok. Selain
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jenis hukuman tersebut terhadap pelakunya dapat dijatuhi dikenai
pidana tambahan berupa:

2) Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak
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pidana
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3) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana

|_.-
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4) Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana

Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan

terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau

pencabutan status badan hukum.?

oa BuDA unBuyuaday uoyiBrisw jo

YO DS OW NLoNS Uonofull noo iy uospnued uosedo] uounsndusd yon) odoy uosjnued uoilauad uoypipuad uoBupuadsy ynjun oAuoy uodynbuad "o

Pelaku tindak pidana di bidang pertambangan di atas yang
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dijatuhi pidana penjara dan denda merupakan hukuman pokok. Selain

ts[Tlaly

jenis hukuman tersebut terhadap pelakunya dapat dijatuhi dikenai

pidana tambahan berupa:

1) Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak
pidana

2) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana

3) Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana

Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman

|50 JagLUNS UDXNgaAuell Op uoywnuoauaw oduny i spng odaoy yrunes noio uop uoibogas dunbusw Buomong °|

tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin
usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.
2. Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Pertambangan Mineral

dan Emas Bara dan Dasar Hukumnya Penggolongan bahan galian

2 1bid, hal, 248.
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diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 jo

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang

Penggolongan Bahan Galian. Bahan galian dapat dibagi menjadi 3,

yaitu:

1) Bahan galian strategis merupakan bahan galian untuk keperluan
pertahanan keamanan serta perekonomian negara. Dalam Pasa 1
huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang
Penggolongan Bahan Galian ditentukan golongan bahan galian
strategis. Bahan galian strategis dibagi menjadi enam golongan,
yaitu :

a) Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam;

b) Bitumen padat, aspal;

c) Antrasit, emas bara, emas bara muda;

d) Uraniun, radium, thorium, dan bahan-bahan galian radioaktif
lainnya;

e) Nikel,kobal;

f) Timah

2) Bahan galian vital merupakan bahan galian yang dapat menjamin
hajat hidup orang. Bahan galian vital ini disebut juga golongan
bahan galian B. Bahan galian vital digolongkan menjadi delapan
golongan, vyaitu :

a) Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan;

b) Bautsit, tembaga, timbal, seng;
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yaitu bahan galian yang lazim disebut dengan galian C. Bahan

galian ini dibagi menjadi sembilan golongan, yaitu:

T 33
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cog? 2 Emas, plati K, air raksa, intan;
©520 = c) Emas, platina, perak, air raksa, intan;
3392 ¢
oo s O - - .
S5S9p Z d) Arsin, antimon, bismut;
BB3S ¢
= ;’_;L_H . e) Ytterium, rtutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya;
=2 =a 0
R0 c - . .
3282 § f) Berilium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
T 50 =
g2a3 3 . :
sror Y g) Kiriolit, flourspar, barit;
e
~5 935 :
2253 h) Yodium, brom, klor, belerang
o= ="
S 9
=0 - . . . .
a>8 3) Bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan vital
255
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@

a) Nitrat-nitrat (garam dari asam sendawa, dipakai dalam
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campuran pupuk;HNO3) Pospat-pospat, garam emas (halite)
b) Asbes, talk, mika, grafit magnesit;

ts[Tlaly

c) Yarosit, leusit, tawas (alum), oker;
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d) Emas permata, emas setengah permata;

e) Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit;

f) Emas apung, tras, absidian, perlit, tanah diatome, tanah serap;
g) Marmer, emas tulis

h) Emas kapur, dolomit, kalsit;

i) Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, tanah pasir

sepanjang tidak megandung unsur mineral golongan a maupun

|50 JagUUNS uDHiNgadusal Dp uoy

b dalam jumlah berarti.*

Masyarakat pada umumnya menggolongkan bahan galian
berdasarkan nilai komersialnya. Golongan bahan galian yang memiliki
nilai komersial tinggi adalah minyak dan gas bumi, emas, tembaga dan

perak, serta emas bara yang mempunyai dampak  positif  dalam

%0 H. Salim HS, Hukum Pertambangan Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hal. 97.
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pembiayaan pembangunan nasional. Undang- Undang
pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana illegal mining
juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian
besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu

macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di

bidang pertambangan.

4. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-
ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.
Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-
ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya
atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman
pelaku dalam lalu lintas atau hubungan- hubungan hukum dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan
usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsepkonsep hukum yang
diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan
suatu proses yang melibatkan banyak hal.*

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-
kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak
sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan,

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan

3! Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum. Liberty, Yogyakarta, 2008, hal. 32
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hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik
sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan
keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto
dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil
dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum
formal.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal
merupakan penal policy atau penal law enforcement policy yang
fungsionalisasi/ operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu:

a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh
badan pembuat undangundang, tahap ini disebut tahap kebijakan
legislatif.

b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat
penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, tahap
ini disebut tahap kebijakan yudikatif.

c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret
oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini dapat disebut juga
sebagai kebijakan eksekutif atau administratif. **

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya

merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan

kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum

%2 Soejono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 34

% Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti,
Bandung, 1996, hal. 152-153
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merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi
kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau

kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum
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bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal
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secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun
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demikian, dalam kaitannya dengan hukum public pemerintahlah yang

bertanggung jawab.*

Kebijakan kriminal melalui hukum pidana dimulai dari tahap

I, D

formulasi yakni dengan merumuskan peraturan perundangundangan

|
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(hukum pidana), kemudian peraturan perundang-undangan tersebut
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diaplikasikan melalui sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, tahap
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formulasi atau kebijakan legislatif merupakan tahapan yang paling
strategis dari kebijakan hukum pidana, serta memiliki urgensi yang tinggi

untuk menentukan keberhasilan upaya penanggulangan kejahatan pada

undodo ynjusd Woop Ul SNy oAoy U run|jas

tahapan selanjutnya yakni tahap aplikasi dan eksekusi. Apabila
terdapat kekurangan atau kelemahan dari kebijakan legislatif, maka akan
menjadi kelemahan strategis pula yang dapat menghambat kebijakan

yudikatif dan kebijakan eksekutif. Kebijakan legislatif sebagai tahapan
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awal yang paling strategis ini harus diperhitungkan sebaik-baiknya oleh
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badan legislatif. Sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan
kejahatan melalui sarana hukum pidana bukan hanya tugas dari aparat

penegak/penerap hukum, tetapi juga tugas dari aparat pembuat

oins J:::"I:::!’,J!_ noo

% Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 2004, hal. 142.
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hukum/badan legislatif. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan
perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada

keterpaduan antara kebijakan/politik kriminal dengan kebijakan/politik
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sosial, serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan
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melalui sarana penal dengan sarana non penal.
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Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi

dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal”

(bukan/di luar hukum pidana). Upaya-upaya yang disebut dalam butir (b)

I, D

dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “non penal”. Secara
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kasar dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat
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jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat “represif” (penindasan/
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pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur
“non penal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventif” (pencegahan/

penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai
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perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga
dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.
Usaha-usaha non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial

dalam rangka mengembangkan tanggungjawab sosial warga masyarakat;
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penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama
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dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan
remaja yang oleh Sudarto dikemukakan bahwa kegiatan Karang

Taruna, kegiatan Pramuka merupakan upaya non penal dalam mencegah
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dan menanggulangi kejahatan.
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Upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya
yang juga mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media

pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan
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istilah techno-prevention) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari
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aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, kegiatan patroli dari
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polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya non penal yang

mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum)

potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang

I, D

dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang
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berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif
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edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal
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yang perlu diefektifkan.
Upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk

menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup

undodo ynjusd Woop Ul SNy oAoy U run|jas

yang sehat (secara materil dan immateril) dari faktor-faktor kriminogen
(sebab-sebab terjadinya kejahatan). Ini berarti, masyarakat dengan seluruh
potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor

anti kriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik
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kriminal. Pentingnya keterpaduan antara penggunaan sarana penal dan
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non penal pada akhirnya harus bermuara pada tujuan kebijakan sosial
yaitu perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sangat

beralasan  kiranya untuk terus menggali, memanfaatkan dan
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ELLE0 = mengembangkan upaya-upaya non penal untuk mengimbangi keterbatasan
d®2go —
0o A E .. .
":j S5S9p Z sarana penal dalam kebijakan hukum pidana.
a2% 5 5 “n
3553¢ C . N
FE: S@ ¢ 3 Kebijakan penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh
D RS Sy =
o0 =70 = —
8 7= o T F . . . . . .
23282 g pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan
& - =
~e2ag 3
ax~9¢ & dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa
g3%asz
9x89c¢ -
933522 perangkat atau alat kekuasaan baik dalam bentuk undang-undang,
a0 o =
= i a
Q _‘T'f o . . .. . -
S&°>4 sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta
ao0%c
w5 0 3
g2%¢

pengacara.®
Menurut  Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang

mempengaruhi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan,
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yaitu:
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a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu ada kemungkinan terjadi ketidak
cocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang
bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah
ketidakcocokan antara peraturan perundang undangan dengan hukum
tidak tertulis atau hukum kebiasaan. kadangkala ketidakserasian
antara hukum tertulis dan hukum kebiasaan dan seterusnya.

b. Faktor penegak hukum, yaitu Salah satu kunci dari keberhasilan

|50 JagUUNS uDXiNgaAuaLl DP uDywnuoauaw oduny i sipng oAoy
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dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari
penegak hukumnya sendiri. Penegak hukum antara lain mencakup

hakim,polisi,jaksa,pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya.

% Budi Rizki H, dan Rini Fathonah,Opcit, hal. 2.
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d. Faktor masyarakat, yakni bagian yang terpenting dalam menentukan

penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi
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k3 T 40
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oo g — g .
ELLE0 = c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yaitu
d8%d10
206 2o B . . .. .
e g Z seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil,
395320 c .. . .
2 _T;L_J S 3 organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang
Fasoe Q
sl = i T _, oy -
23882 3§ cukup. Kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan
93388 3
A = = :Li .-_ - - -
ax~9¢ & penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
a3%az
9 ~%95
2oad
@4
[
=
g5

kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan
penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah

tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk

DUING MM J0fDw £

melaksanakan penegakan hukum yang baik.
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e. Faktor kebudayaan, yaitu budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa
yang di dasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat,
sehingga berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus
mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat.

5. Pertambangan

a. Pengertian Pertambangan

|50 JagUUNS uDXiNgaAuaLl DP uDywnuoauaw oduny i sipng oAoy
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Pengertian umum Pertambangan adalah salah satu jenis
kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang
lainnya dari dalam bumi (kegiatan mengeluarkan sumber daya
alam dari dalam bumi). sedangkan Penambangan adalah Proses

Pengambilan material yang dapat diektraksi daridalam bumi dan

WD UpPPNIDS DYDY UDUYNS JO ANSISAIUN DILUD(S| 8101

i
bt



uninBoges yoduocadulawl Butuo)q 7

AupBuyuaday uoyiBnisuw 3o

undodo ynued Woop iU SNy BAIDY Yrunies Noyo ue

IGLIBr oyng NIn w2zl oduoy

41

HIOONAYE YHYHL NYHLTS
o3 £

Tambang adalah tempat terjadinya kegiatan penambangan)®. Menurut

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara
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yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh
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tahapan  kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan
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pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta

kegiatan  pascatambang. Sedangkan menurut Peraturan Daerah

e, 5

Garut Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan yang
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dimaksud dengan Pertambangan adalah kegiatan yang berhubungan
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dengan pemanfaatan dan konservasi bahan galian tambang serta

ts[Tlaly

reklamasi lahan pasca tambang.

Pertambangan mempunyai beberapa kKkarakteristik, yaitu
(tidak dapat diperbarui), mempunyai risiko relatif lebih tinggi, dan
pengusahaannya  mempunyai dampak lingkungan baik fisik
maupun sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan pengusahaan
komoditi lain pada umumnya. Karena sifatnya yang tidak dapat
diperbarui tersebut pengusaha pertambangan selalu mencari (cadangan

terbukti) baru. Cadangan terbukti berkurang dengan produksi dan

e uosnuad ‘uododo) uounsniusd o) o

bertambah dengan adanya penemuan.Ada beberapa macam risiko di

bidang pertambangan yaitu :
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% http://kehidupannasution.blogspot.co.id/2016/05/pengertian-pertambangan- penambangan-
dan.html, diunggah pada tanggal, 01 September 2018 pukul 17:13 WIB
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g 3
E = 1) Eksplorasi  yang  berhubungan  dengan  ketidakpastian
g S penemuan cadangan
o Z
s & 2) Produksi  risiko  teknologi yang berhubungan  dengan
E 5 ketidakpastian biaya,
[': 5 3) Risiko pasar yang berhubungan dengan perubahan harga, dan
o
@ -ﬁ 4) Risiko kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan
E: perubahan pajak dan harga domestik.

Risiko-risiko tersebut berhubungan dengan besaran-besaran
yang mempengaruhi keuntungan usaha yaitu produksi, harga, biaya
dan pajak. Usaha yang mempunyai risiko lebih tinggi menuntut
pengembalian keuntungan (Rate of Return) yang lebih tinggi.*’

b. Macam-macam Pertambangan
Berikut ini adalah beberapa macam Pertambangan yang ada di
Indonesia yaitu:

1) Minyak bumi

Mulai terbentuk pada zaman prier, sekunder, dan tersier. Minyak
bumi berasal dari mikroplankton yang terdapat di danau-danau, teluk-
teluk, rawa-rawa, dan laut-laut dangkal. Sesudah mati, mikroplankton

berjatuhan dan mengendap di dasar laut, kemudian bercampur dengan

|50 JagUUNS uDXiNgaAusLl Op uoywnuoauaw oduny i spng oAaoy yrunes noyo uop uoibogas dunbBusw Buouong *|

lumpur yang dinamakan lumpur sapropelium. Akibat tekanan dari
lapisan-lapisan atas dan pengaruh panas magma terjadilah proses
destilasi hingga terjadilah minyak bumi kasar. Proses pembentukan
minyak bumi memerlukan waktu jutaan tahun. Mutu minyak bumi

Indonesia cukup baik. Kadar sulfur (belerang) minyak bumi Indonesia

% https://apitswar.wordpress.com/pertambangan/, diunggah pada tangal 01 September 2018
pukul 17:13 WIB
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sangat rendah, sehingga mengurangi kadar pencemaran udara.
Daerah-daerah penghasil minyak bumi di Indonesia adalah sebagai

berikut:
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a) Pulau Jawa: Cepu, Cirebon, dan Wonokromo.
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b) Pulau Sumatera: Palembang (Sungai gerong dan sungai Plaju)
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c¢) Pulau Kalimantan: Pulau Tarakan, Pulau Bunyu, Kutai dan
Balikpapan
d) Pulau Irian: Sorong

Pengolahan minyak bumi menghasilkan avgas, avtur, super

1, B
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98, premium, minyak tanah, solar, minyak diesel dan minyak bakar.

Minyak bumi berperan penting dalam perekonomian Indonesia karena
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dapat menghasilkan devisa negara. Indonesia menjadi anggota

ts[Tlaly

organization petroleum exportir countries (OPEC), yang bergerak

dalam bidang ekspor minyak bumi.
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2) Gasalam

Indonesia mempunyai Banyak tempat yang mengandung
minyak bumi dan gas alam. Gas Alam merupakan campuran beberapa

(CH4 atau C2HS6), propan, (C3H6) dan butan (C4H10) yang digunakan

|50 JagUUNS uDXiNgaAusLl Op uoywnuoauaw oduny i spng oAaoy yrunes noyo uop uoibogas dunbBusw Buouong *|

sebagai bahan bakar.Ada 2 macam gas alam cair yang
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diperdagangkan, yaitu LNG dan LPG. LNG (Liquified Natural Gas)
atau Gas alam cair yang terdiri atas gas metan dan gas etan,
membutuhkan suhu sangat dingin supaya dapat disimpan sebagai
cairan. Gas alam cair diproduksi di Arun dan Badak, selanjutnya

diekspor antara lain di Jepang. LPG (Liquified Petrolium Gas) atau
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gas minyak bumi cair yang dipasarkan dengan nama elpiji dalam
tabung besi terdiri atas gas propan dan butan. Elpiji inilah yang
digunakan sebagai bahan bakar kompor gas atau pemanas lainnya.

Batu bara

Sebagian besar batu bara terjadi dari tumbuh-tumbuhan tropis
masa prasejarah (masa karbon). Tubuh-tumbuhan tersebut termasuk
jenis paku-pakuan. Tumbuhan itu tertimbun hingga berada dalam
lapisan- lapisan batuan sedimen yang lain. Proses pembentukan
batu bara disebut juga inkolen (proses pengarangan) yang terbagi
menjadi dua yaitu prosess bio kimia dan proses metamorfosis.*®
Proses bio kimia adalah proses terbentuknya batu bara yang dilakukan
oleh bakteri anaerop dan sisa-sisa tumbuh-tumbuhan yang menjadi
keras karena beratnya sendiri. Jadi tidak ada kenaikan suhu dan
tekanan. Proses ini mengakibatkantumbuh-tumbuhan berubahmenjadi
gambut (turf). Proses metamorfosis adalah suatu proses yang
terjadi  karena pengaruh tekanan dan suhu yang sangat tinggi dan
berlangsung dalam waktu yang lama. Pada proses ini sudah tidak ada
bakteri lagi.Daerah tambang batu bara di Indonesia adalah sebagai
berikut:

a) Ombilin dekat sawahlunto (sumatera Barat) menghasilkan batu

bara muda yang sifatnya mudah hancur.

% http://lovegeografi-geografiku.blogspot.com/2009/11/jenis-jenis-dan- persebaran-sumber-
daya.html, diunggah pada tanggal. 01 September 2018 pukul 17:13 WIB
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b) Bukit asam dekat Tanjung Enim (palembang) enghasilkan batu
bara muda yang sudah menjadi antrasit karena pengaruh magma.

c¢) Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur,
Kalimantan Selatan (Pulau laut/Sebuku).

d) Jambi, Riau, Aceh, Papua (Irian Jaya).

Tanah Liat
Tanah Liat adalah tanah yang mengandung lempunng (65%),

butir- butirnya sangat halus, sehingga rapat dan sulit menyerap air.
Tanah liat banyak terdapat di dataran rendah di Pulau Jawa dan
sumatera.

Kaolin
Kaolin  terbentuk dari pelapukan batu-batuan granit.

Batuan ini banyak terdapat di daerah sekitar pegunungan di sumatera.

Gamping (Batu Kapur)
Batu kapur terbentuk dari pelapukan sarang binatang karang.

Batu ini banyak terdapat di pegunungan Seribu dan Pegunungan
Kendeng.

Pasir Kuarsa

Pasir Kuarsa terbentuk dari pelapukan batu-batuanyang hanyut
lalu mengendap didaerah sekitar sungai, pantai, dan danau. Pasir
kuarsa banyak terdapat di Banda Aceh, Bangka, Belitung dan
Bengkulu.

Pasir Besi

Pasir Besi adalah batuan pasir yang banyak mengandung zat

besinya. Pasir besi banyak terdapat di Pantai Cilacap,Jateng.
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F. Telaah Pustaka
Telaah pustaka adalah penelusuran terhadap studi-studi atau karya-

karya terdahulu yang berdekatan atau berkaitan topiknya dengan penelitian
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yang sedang dilakukan guna untuk menghindari duplikasi, serta menjamin
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Telaah pustaka dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran topik yang

akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti

sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Berdasarkan pengamatan dan

1, B

pengetahuan peneliti bahwa penelitian yang dianggap terkait dengan
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penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:
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1. Rosiana, Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan pola hidup
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Masyarakat Setelah Adanya Tambang Emas di Sekotong Tengah
Kecamatan Sekotong Lombok Barat, (2015). Penelitian ini membahas

tentang perubahan pola hidup masyarakat setelah adanya tambang emas di

undodo ynjusd Woop Ul SNy oAoy U run|jas

Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Lombok Barat, dengan
menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan
bahwa dengan adanya pertambangan emas di Desa Sekotong Tengah

tersebut membuat pola hidup masyarakat berubah dari segi pendapatan,
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ekonomi, kebutuhan agama, sosial dan pendidikan, sehingga aturan agama
tentang pola hiduppun tidak dijalankan mereka menghabiskan harta dalam

hal yang tidak bermanfaat, padahal itu tidak tercermin dalam pola hidup
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Islam. Menggunakan teori pola hidup dalam Islam, prilaku hidup dalam
Islam, prinsip Islam tentang pola hidup.*

Kemudian persamaan dari hasil penelitian di atas dengan yang
dilakukan peneliti adalah sama-sama menganalisis dan memahami tinjauan
Islam baik itu hukum Islam atau hukum positif tentang pertambangan
emas dan sebagainya.

Adapun yang membedakan hasil penelitian di atas dengan
penelitian yang penulis lakukan ini yaitu: Tempat Penelitian: Desa Raden
Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Tema : peneliti
terdahulu fokus meneliti tentang perubahan pola hidup masyarakat,
sedangkan penelitian saat ini fokus meneliti tentang dampak pertambangan
emas terhadap pendapatan msyarakat di Desa Labangkar Kecamatan
Ropang kabupaten Sumbawa.

Zulfaizin, Dampak Pertambangan Bahan Galian C terhadap Pembangunan
Perekonomian Masyarakat Desa Gerung Kecamatan Lingsar Kabupaten
Lombok Barat (Perspektif Ekonomi Islam) 2010. Dalam penelitian ini
peneliti menemukan adanya dampak yang diakibatkan oleh penambangan,
yaitu dampak negatif dan dampak positif dari penambangan tersebut.

Dampak negatif yang ditimbulkan terhadap perekonomian masyarakat,
yaitu berkurangnya tempat lahan untuk bertani, lahan yang sudah

dijadikan lahan pertambangan mengalami penurunan tingkat kesuburan

% Rosiana,” Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan pola hidup Masyarakat Setelah
Adanya Tambang Emasdi Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Lombok Barat, “(skripsi, IAIN
Mataran, Mataram, 2015), hal. 73-74



HIOONAYE YHYHL NYHLTS

il

IoBodes yoiunciadiuaw Buouoa 7

BuoA unBuyuaday uoyBrisw yo

i

|

Aoy uosinuad ‘uoiyausd ‘voypipuad uoBuguaday Jngun

png Wi wizl oduoy undodo ynjusec Wojop iUl S0y Aoy U rn|

Ly

]

L o

o

S

i G G

dynBusayg -q

T 48
O
O,
®
o)
g 3
“E5 = tanah sehingga pendapatan petani berkurang dan kerusakan jalan raya
298 ¢
[ o Z yang mengakibatkan jalur transportasi sulit untuk dilalui.
B35 @
_f’_; S ; Dampak positif yang paling menonjol dirasakan masyarakat setempat
532 o
:“: 5 terutama setelah pertambangan adalah pertumbuhan dan perkembangan
C
3 3
= O ekonomi masyarakat yang semakin meningkat dibandingkan sebelum
: 40
= adanya pertambangan.
Menelaah dari skeripsi tersebut peneliti menemukan kesamaan dari
hasil penelitian diatas yaitu sama-sama menganalisis dan memahami

tinjauan Islam baik dari hukum Islam atau Hukum Positif tentang

pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan

DUINS NIM X

pendapatan.

Adapun yang membedakan hasil penelitian di atas dengan
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penelitian yang penulis lakukan ini yaitu:

Dalam skiripsi terdahulu yang menjadi fokus permasalahnnya
adalah Dampak pertambangan bahan galian C terhadap pembangunan
perekonomian masyarakat, sedangakan dalam penelitian yang sedang
dikaji fokus penelitiannya adalah pada masyarakat Raden Anom, pada

pendapatan masyarakat setelah adanya tambang emas.
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3. Buku Irwan dan M. Suparmoko, dengan judul “Ekonomika Pembangunan”
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yang membahas tentang pengaruh output pada suatu saat tertentu
ditentukan oleh tersedianya atau pemanfaatan sumber daya alam maupun

sumber daya manusia, tingkat teknologi, keadaan pasar dan kerangka
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%0 Zulfaizin, “Dampak Pertambangan Bahan Galian C terhadap Pembangunan Perekonomian
Masyarakat Desa Gerung Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat,” (skripsi, IAIN Mataram,
Mataram, 2010), hal. 75
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kehidupan ekonomi (sistem perekonomian), dalam buku tersebut juga
membahas tentang teori pembangunan ekonomi baik dari aliran klasik,
aliran neo klasik, teori Karl Marx dan teori Schumpeter dan peran sumber
daya alam dalam pembangunan ekonomi suatu negara.**

Dari telaah pustaka yang saya dapatkan hanya skripsi dari Zulfaizin
dan Rosiana yang berkaitan dengan judul saya angkat sehingga judul yang

saya angkat ini adalah skripsi asli karya saya sendiri.

159

! Irwan, M. Suparmoko, Ekonomika Pembangunan VI,( Yogyakarta: BPFE, 2002), hal. 5-
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METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

LE=

WD BUINS NIN 1w D

4
e

IoBodes yoiunciadiuaw Buouoa 7

T
a
=]
0o
i
a
o
o
2
@,
o
o
=
i
—
o
&
s

puad uoBuguaday ynjun cAuoy uodynbBuag

oA uoBuyuaday uoyiBn

IO DUINg NI Moo

D050 Nons uonnolul N i uosnued ‘uoiodo] uounsnduad Uou ) oAJoy uosjnuad ‘uDiyausd ‘uoyp

=)
9
Q
=
L]
3
]
@
)
w0
s}
o
M
o
|
o
i |
=
Q
o
N )
a
Q
:’I
@
a
=
T
g
-
o
&
35
:
T
a
3
]
o
]
1
o
!
-
A
™
o
.
Q
a
3
. )
2
J
-
@
o
-
]
.
ﬂ
3
]
o0
f‘_‘l
a
g

Lo oying win w2 odun) undodo ynpusa Woiop U sing oAoy yrun)

WD UpPPNIDS DYDY UDUYNS JO ANSISAIUN DILUD(S| 8101

i
bt

Tempat yang diteliti adalah di desa Raden Anom kec. Batang Asai
dengan di dukung alasan dengan seluruh perangkat yang ada alasan mengapa
penulis memilih lokasi adalah sebagai berikut:

1. wilayah Desa Raden Anom Kec. Batang Asai merupakan wilayah yang
mudah dijangkau oleh penulis.

2. Desa Raden Anom Kec. Batang Asai merupakan lokasi secara geografis
yang mudah ditemukan dan sangat stratetgis.

3. Desa Raden Anom Kec. Batang Asai merupakan lokasi penambangan
emas illegal, yang mana rata-rata penambang di sana tidak memiliki izin
resmi.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2018 sampai dengan

April 2019.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.
Dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diperoleh pemahaman dan
penafsiran yang mendalam mengenai makna dari fakta yang relevan. Sebagai

sebuah studi kasus, penelitian ini juga ingin mengurai serta menjelaskan

36



langsung oleh seorang peneliti umumnya dari hasil observasi terhadap situasi
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a ? F —;E = secara komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu
d%%a0 =
= 00 5 O - - . . .
e g Z kelompok, suatu organisasi, suatu program atau suatu situasi sosial.*?
STT 25w
S5g05 = c
32288 3
O s o © L .
2 3 ©22 o C. Jenisdan Sumber Data
Q5 500
5293 3 . . o
ax~=~5¢& = Ada 2 (dua) jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data
a5 T 2
85398 . o . -
2253 primer dan data sekunder. Data primer disini adalah “data yang dihimpun
o= ="
S 9
=0 -

sosial dan atau diperoleh dari tangan pertama atau subjek (informan) melalui
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proses wawancara’.

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh peneliti
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terutama dari hasil observasi dan wawancara penulis dari berbagai responden
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yang berkenaan dengan penegakan hukum terhadap keikutsertaan aparat desa
dalam kerusakan lingkungan akibat penambangan emas tanpa izin (PETI).
Sementara, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-
sumber lain sebagai pendukung data primer yang dipandang berkaitan dengan
pokok kajian yang diteliti. Data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen,
baik berupa dokumen pemerintah yaitu struktur, peta, sarana prasarana desa

maupun bahan perpustakaan lainnya.
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*2 |_exy J.Moleong.Metodologi Penelitian Kualitatif.(Bandung:Rosdakarya,2005).hal.235
*% Sugiyono. Memahami penelitian kualitatif. Jakarta: Alfabeta.2012.him. 81
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lembaga atau organisasi dapat berupa organisasi dalam skala kecil / terbatas.

Dengan mempertimbangkan hal di atas dan membatasi penelitian, maka
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gx=a0 = D. Unit Analisis
d%%a0 =
aEea f: =z Menurut Suprayogo dan Tobroni unit analisis adalah sesuatu yan
J == 3
oo 2 = I,
ega8-~2 -—
o 3 =0 — . e geas . ..
D = S9 g = berkaitan dengan fokus / komponen yang diteliti.** Unit analisis suatu
200 =g =
fap = T = —
Fal r F . . .. . .
23283 7 penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda, dan waktu
dfsa0 !
B S a@ F : . .
ax~9¢ & tertentu sesuai dengan fokus permasalahannya, unit analisis yang berupa
03®az
0 ~Fa E_'
=00
@4
[
=
8 5

lokasi penelitian dan unit analisis dalam penelitian ini ditentukan dengan
sengaja (purposive) yang akan dilakukan di desa Raden Anom kec. Batang

Asai kabupaten Sarolangun.

DUING MM J0fDw £

ts[Tlaly

YO DS O NLoNs uonofull nopo iy uospnuaed ‘uoiodo] younsndusd Tyonu) oAoy uospnuad ‘uoiyauad ‘uo

E. Instrumen Pengumpulan Data
a. Observasi
Menurut Sugiyono, metode observasi adalah metode pengumpulan
data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui
pengamatan dan pengindraan. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan
manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu

utamanya.* Oleh karena itu, observasi merupakan kemampuan seseorang

|50 JagUUNS uDXiNgaAuaLl DP uDywnuoauaw oduny i sipng oAoy

Lo oying win w2 odun) undodo ynpusa Woiop U sing oAoy yrun)

untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata
serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Pada penelitian ini peneliti
melakukan observasi secara langsung melihat ke daerah penelitian seperti

mengamati kondisi penegakkan hukum, aktivitas warga, hal-hal menjadi

** Imam Suprayogo, Tobroni, 2001. Metodologi Penelitian Sosial-Agama, Bandung: Remaja,
hal. 48
** Sugiyono. opcit.him. 94
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diteliti. Melalui wawancara ini diharapkan adanya respon dan opini subyek

penelitian yang berkaitan dengan  penegakkan hukum  terhadap
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ELLE0 = penghambat dalam penegakkan hukum terhadap keterlibatan aparat desa
da®®gg —
26 2o : . .
DccgSg Z dalam tidak pidana PET]I.
883F ©
35522 ¢
22585 3 b. Wawancara
o530 2 0
o] = o o F . . .. . .
23282 g Wawancara ini dilakukan untuk memahami informasi secara detail
ax~=~5¢& = dan mendalam dari informan sehubungan dengan fokus masalah yang
03®az
9 ~7a E_'
=00
@4
[
=
8 5

Keikutsertaan Aparat Desa Dalam Kerusakan Lingkungan  Akibat
Penambangan Emas Tanpa lzin (PETI) Menurut Hukum Positif Dan

Hukum Islam (Studi Kasus Desa Raden Anom Kec. Batang Asai).
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Pertanyaan yang akan disusun oleh peneliti meliputi sub-sub tema
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berkaitan tema pokok, yaitu antara lain:tugas dan kinerja pemerintah
setempat dalam melakukan pengawasan terhadap penegakkan hukum, cara
menanggulangi maraknya penambangan emas tanpa izin (PETI).

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah
tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan
pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan

wawancara mendalam.

|50 JagUUNS uDXiNgaAuaLl DP uDywnuoauaw oduny i sipng oAoy

Lo oying win w2 odun) undodo ynpusa Woiop U sing oAoy yrun)

Dalam upaya mendapatkan data dan informasi yang valid dengan
fokus penelitian, maka dalam menentukan informan  peneliti
menggunakan teknik “purposive sampling” pada tahap awal dan dalam
pengembangannya dilakukan secara  “snowball sampling” sampai

diperolen data dan informasi yang lengkap. Dengan kata lain
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h%f, = keterangan awal yang didapat berasal dari pihak yang dikategorikan
oo o
== o Z sebagai informan awal yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan
Bas o
@ S e penelitian dan kemudian berkembang menjadi luas (snow balling) sampai
852 0
r 1 :“: 5 ditemukan informasi yang berkenaan dengan tujuan penelitian tersebut.
283 3
~ol T
© a3
T ok
D 5 L - - .
2 ad F. Teknik Analisis Data
3 2
54 Secara teknis, analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini
® S
= berdasarkan analisis interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan
= g
0=
2 : Huberman." Analisis tersebut terdiri dari tiga kegiatan yang saling
& &
o 2 berinteraksi, yaitu; a. reduksi data (data reduction), b. penyajian data (data
g8 display), c. penarikan kesimpulan (conclution).*®
2 3
=) ; a. Reduksi Data

Melalui pengamatan lapangan dan wawancara ditemukan data yang

sedemikian banyak dan kompleks serta campur aduk, maka langkah yang
perlu diambil adalah mereduksi data. Reduksi data adalah aktifltas peneliti
dalam memilih dan memilah data yang dianggap relevan untuk disajikan.
Menurut Miles dan Huberman, "data reduction refers to the process of

selecting, focusing, simpliying, abstracting, and transforming the ‘raw'

|50 JagUUNS uDHiNgadusal Dp uoy

data that appear in written up fieldnole"’ Proses pemilihan data

menfokuskan pada informasi yang mengarah untuk pemecahan masalah,

e uospnuad ‘uosodo) uounsnAusd Yo o

pemaknaan, dan penemuan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Kegiatan ini akan berlangsung sejak awal sampai akhir penelitian.Reduksi

oins J:::"I:::!’,J!_ noo

*¢Mukhtar.Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif.(Jakarta:Referensi,2013).Hal.135
*" Lexy J.Meoleong.opcit.hal.249
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data menunjukkan proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan,
mengabstraksikan, dan menstransformasi data mentah yang muncul dalam
penulisan catatan lapangan.*
Penyajian Data

Data disajikan secara sistematis, agar lebih mudah difahami tentang
peran pemerintah dalam pengawasan obat dan makanan di Kota Jambi.
Menurut Miles dan Huberman, DefiSne a 'display’ as an organized
assembly of information that permits conclution drawing and action
taking.Bentuk penyajian data lebih banyak berupa narasi yaitu
pengungkapansecara tertulis, tujuannya adalah untuk memudahkan
mengikuti kronologis alur pristiwa, sehingga dapat terungkap apa
sebenarnya terjadi di balik pristiwa tersebut.Dalam istilah lain penajian
data sebagai display data yaitu usaha merangkai informasi yang
terorganisir dalam upaya menggambarkan kesimpulan dan mengambil

tindakan.*

c. Penarikan Kesimpulan
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Menarik kesimpulan merupakan bagian dari penelitian sebagai
konfigurasi yang utuh. Kesimpulan atau veriflkasi dilakukan selama

penelitian berlangsung.

*8 Mukhtar.Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif.(Jakarta:Referensi,2013).Hal.135
* Mukhtar.Ibid
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BAB | : pada bagian bab ini pendahuluan hakekatnya menjadi

pijakan bagi penulis skripsi baik mencakup background, pemikiran tentang
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9rognr éG Si ika Penuli
grxsa0 =~ istematika Penulisan
d%%a0 =
= 00 5 O - - - .. . . .. .
3553 Z Sistematika penulisan berisi tentang deskripsi daftar isi karya tulis
oo 2 = I,
250982 —
=4 5 = 0 —_ . . . .
EE; S@ ¢ = bab perbab uraian dibuat dalam bentuk esai yang menggambarkan alur logis
200 =g 0
fap = T = —
Fal r F . . . . .
23882 3§ dan struktur pembangunan bahasan skripsi. Bentuk sistematika penulisan
ax~9¢ & secara lengkap dapat dilihat sebagai berikut:
03®az
0 ~Fa E_'
=00
@4
[
28
g5

tema yang dibahas, dengan sub latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan dan kegunaan penelitin, kerangka teori, serta tinjauan pustaka.

BAB Il : pada bagian bab ini metode penelitian yang berisikan yang

DUING MM J0fDw £

mencakup tempat dan waktu penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan

ts[Tlaly
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sumber data, unit analisis, instrument pengumpulan data, teknik analisis
data, sistematika penulisan, dan jadwal penelitian.

BAB Ill : pada bagian bab ini berisikan tentang gambaran umum
atau pendeskripsian tempat atau lokasi penelitian yang mencakup sejarah
tempat, struktur organisasi, visi dan misi, serta tugas dan fungsi.

BAB IV : bab ini merupakan pusatnya penulisan skripsi di mana

pada bab ini akan membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh

|50 JagUUNS uDXiNgaAuaLl DP uDywnuoauaw oduny i sipng oAoy

Lo oying win w2 odun) undodo ynpusa Woiop U sing oAoy yrun)

penulis skripsi.
BAB V : bab ini merupakan penutup dari akhir penulisan skripsi
dimana dalam bab ini mencakup dari kesimpulan dari penulisan skripsi

serta saran dari hasil dari penelitian.
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H. Jadwal Penelitian

Agar peneliti ini lebih terarah dari segi wajtu dan kegiatan, untuk itu

peneulis membuat jadwal kegiatan yang dilaksanakan secara 3 tahap yaitu:

1. Tahap pertama

Tahap ini meliputi kegiatan penyusunan proposal, seminar proposal,
penyusunan instrumen penelitian dan pengajuan izin riset (penelitian)
Tahap kedua

Tahap ini meliputi pengumpulan data lapangan, analiss data dan
penyusunan data.

Tahap ketiga

Tahap ini meliputi penyusunan skripsi, perbaikan dan penggandaan skripsi.
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BAB Il

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

. Sejarah Singkat

Desa Raden Anom merupakan salah satu desa di kecamatan Batang Asai

Kabupaten Sarolangun yang terdiri dari 10 (sepuluh) dusun.*

Kondisi Umum Desa Raden Anom
1. Keadaan Fisik/Geografis Desa>*
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bukit Kalimau Ulu Kec.
Batang Asai
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batu Empang Ulu Kec.
Batang Asai
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pekan Gedang Ulu Kec. Batang
Asai
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Padang Jering Ulu Kec.
Batang Asai

2. Luas Wilayah

Luas Wilayah : 20.000 Ha
Tanah Sawah ; 56 Ha
Tanah Pekarangan : 700 Ha
Tanah Tegalan : 19.244 Ha

%0 Dokumentasi, profil desa Raden Anom, tahun 2018
51 H
Ibid

45
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3. Keadaan Topografi Desa
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Secara umum keadaan topografi Desa Raden Anom adalah merupakan
daerah perbukitan/dataran tinggi.

Iklim

Iklim Desa Raden Anom sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia
mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai
pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Raden Anom

Kecamatan Batang Asai.

C. Visi dan Misi

1. Visi “Maju, Pintar, Berdaya Saing, Rajin dan Berakhlak Mulia”
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2. Misi:

g
g
g
d
fiv]
3
]
m
@
e
pal
s
i}
o
a
e
a
=)
o
o
2
o
a
:’l
o
2
=0
~
g
-z
o
&
ﬁ
a
2
0
a
3
]
]
®
1
o
=
3
A
~
o
sl
a
a
3
A
i}
@
-z
o
.
ey
g
9
ﬂ
3
]
o
@
a
2]

LB oying win w2 odun) undodo yniusa Wopop iU snd oAy Yrunes

D050 Nons uonnolul N i uosnued ‘uoiodo] uounsnduad Uou ) oAJoy uosjnuad ‘uDiyausd ‘uoyp
WD Uppnjos ouou] uouyns 1o a":'._.!':_';.l'f?\!a*-.!l_,r.] 215 slols

i
bt

a. Meningkatkan ~ sumber-sumber  pendanaan  pemerintah  dan
pembangunan serta perekonomian desa;

b. Menciptakan pemerintahan yang baik, berdasarkan demokratisasi,
transparansi yang efisien, efektif dan bersih;

c. Meningkatkan sarana dan prasarana fisik (infrastruktur) serta
pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat di bidang pendidikan,
kesehatan, kebudayaan, keagamaan dan olah raga;

d. Menentukan kebijakan yang akan mendorong perkembangan dunia
pendidikan dan mewujudkan pembangunan moral spiritual melalui

bidang agama dan budaya;
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e. Menciptakan rasa aman dan tentram dalam suasana kehidupan

masyarakat desa yang demokratis dan agamis.*?

D. Struktur Organisasi

Sebagai satuan organisasi tidak akan terlepas dari suatu struktur
organisasi kepengurusan. Karena kepengurusan itulah yang akan menjalankan
roda-roda organisasi. Maju atau mundurnya suatu organisasi sangat
ketergantungan pada manusia yang duduk di kepengurusan tersebut.
Kemudian tugas seorang pemimpin untuk mengatur dan memberikan
kebijaksanaan dalam mengatur langkah-langkah yang harus ditempuh karena
pemimpinlah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab secara penuh

dan konsekuen.

52 Dokumentasi, profil visi dan misi desa Raden Anom, tahun 2018
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E. Demografi Desa Keadaan Jumlah Penduduk Desa Raden Anom

|50 JagLUNs uoyingad

Dengan mempunyai 3 dusun, Desa Raden Anom termasuk desa yang

memiliki tingkat kepadatan penduduknya cukup rendah. Menurut data terakhir

A uosnued uododo) Uounsniug

yang diperoleh, jumlah penduduk (jiwa) Desa Raden Anom seluruhnya adalah

1.485 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga (KK) 389 jiwa.

oins J:::"I:::!’,J!_ noo

3Dokumentasi, profil struktur pemerintahan desa Raden Anom Tahun 2018
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a. Jumlah laki-laki
1. Umur 0-I5 tahun 177 jiwa

2. Umur 16-55 tahun 426 jiwa

DYLNS NIN AW D1diD JoH &)

3. Umur di atas 55 tahun 124 jiwa
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b. Jumlah perempuan

|_.-

1. Umur 0- I5tahun 170 jiwa
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2. Umur 16-55 tahun 449 jiwa
3. Umur di atas 55 tahun 139 jiwa
Jumlah usia produktif lebih banyak dibanding dengan usia anak-anak
dan lansia. Perbandingan usia anak-anak, produktif, dan 40 lansia adalah
sebagai berikut: 21% : 61% : 18%. Dari 1.485 jumlah penduduk yang berada
pada kategori usia produktif laki-laki dan perempuan jumlahnya hampir
sama/seimbang.
Dari jumlah penduduk tersebut dapat diklasifikasikan dalam berbagai
dimensi, antara lain:
1. Klasifikasi Penduduk Menurut Agama adalah seluruh warga masyarakat
Desa Raden Anom adalah Muslim (Islam).>*

2. Keadaan Penduduk Menurut Dimensi Pendidikan

|50 JagLUNS UDXNgaAuell Op uoywnuoauaw oduny i spng odaoy yrunes noio uop uoibogas dunbusw Buomong °|

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9
tahun baru terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah lulusan SD dan

SLTP mendominasi peringkat Pertama.

* Buku Profil, Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Tahun
2018
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Tabel 3.1
Keadaan Penduduk Menurut Dimensi Pendidikan *°

No | Tingkat Pendidikan | Jumlah Penduduk

DYLNS NIN AW D1diD JoH &)

1 Tidak Tamat SD 10
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o
3 2 [sD 555
3 |SLTP 361
4 |SLTA 350

5 | Sarjana/Diploma 61

3. Kadaan Penduduk Menurut Dimensi Mata Pencaharian Pokok
Mata pencaharian merupakan hal yang paling utama dalam
kehidupan seseorang agar bisa meningkatkan ekonomi dengan mata
pencaharian yang dilakukan. Mata pencaharian penduduk Kecamatan

Batang Asai pada tahun 2013, sebagai berikut :

|50 JagLUNS UDXNgaAuell Op uoywnuoauaw oduny i spng odaoy yrunes noio uop uoibogas dunbusw Buomong °|

Tabel 3.2
Mata Pencaharian Rumah Tangga Desa Raden Anom®
No Mata Pencaharian Kecamatan Batang Asai
1 PNS 385
2 WIRASWASTA 217
3 PETANI 3.409
4 INDUSTRI/KERAJINAN 5
Jumlah 4.016

Sumber data: mata pencaharian rumah tangga desa Raden Anom dalam
Angka, tahun 2018

> Dokumentasi, profil mata pencaharian rumah tangga desa Raden Anom dalam Angka,
tahun 2018

% Dokumentasi, profil mata pencaharian rumah tangga desa Raden Anom dalam Angka,
tahun 2018
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Berdasarkan table 3.2 di atas dapat disimpulkan bahwa ada 385
rumah tangga yang mata pencahariannya PNS, 217 rumah tangga
bermata pencaharian Wiraswasta, 3.409 bermata pencaharian Petani, dan
5 rumah tangga industri/kerajinan. Dengan adanya beberapa mata
pencaharian disana, dapat terlihat pula beberapa potensi di Desa Raden

Anom tersebut.

4. Keadaan Penduduk Menurut Dimensi Kesejahteraan

Tl o !"\\.Ilﬂ\.
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Tabel 3.3.
Keadaan Penduduk Menurut Dimensi Kesejahteraan
Desa Raden Anom

No | Tingkat Kesejahteraan | Jumlah Penduduk

1 | KK prasejahtera 200

2 | KK sejahtera 176

Jumlah KK Sedang mendominasi yaitu 29,2 % dari total KK, KK
pra sejahtera 24 %, KK sejahtera 17,9 % KK Kaya 16,3 %. dan KK
Miskin 12,5 %. Dengan banyaknya KK prasejahtera inilah maka Desa

Raden Anom termasuk dalam desa tertinggal.>’

5 Buku Profil, Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Tahun
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BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Penegakan Hukum Atas Keterlibatan Aparat Desa Dalam Tindak

Pidana Penambangan Emas llegal di Desa Raden Anom Kec. Batang
Asai.

Dengan diberlakukannya undang-undang dan peraturan tersebut
ternyata tidak efektif mengurangi jumlah kasus pertambangan tanpa izin.
Kegiatan PETI bahan galian tambang, antara lain batubara dan emas, semakin
marak seiring dengan krisis ekonomi yang berkepanjangan.Berbagai
penanggulangan telah dilaksanakan namun dalam penanggulangan masalah
PET]I, selalu dihadapkan kepada berbagai hambatan dan masalah.

Hal senada disampaikan oleh kepala desa Raden Anom Kec. Batang
Asai. Maraknya kegiatan penambangan emas ilegal di dusun kito, dikarenakan
krisis ekonomi yang berkepanjangan di samping itu penghasilan daei tambang
emas ini hasilnyo sangat menjanjikan.>

Banyak oknum aparat pemerintah, baik sipil maupun militer, yang
terlibat atau melibatkan diri pada kegiatan PETI. Perangkat hukum di berbagai
sektor yang terkait dengan kegiatan pertambangan, mulai dari tahapan
eksplorasi, eksploitasi, pengangkutan, sampah kepada pengawasan komoditi

tambang, menunjuk-kan belum adanya visi yang sama/seragam, sehingga

% Wawancara dengan “Muhammad Arson” kepala desa Raden Anom Kec. Batang Asai,

tanggal 22 Februari 2019, pukul, 10.25
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sering menimbulkan biaya tinggi dan lolosnya komoditi tambang illegal

berikut pelakunya dari jeratan hukum. Sementara itu, sanksi bagi pelaku PETI
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sesuai Undang-undang No.11 tahun 1967, masih relatif ringan dan belum
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memenuhi rasa keadilan masyarakat luas. Pemerintah pusat dan daerah belum
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bekerja secara fungsional dan terpadu, sehingga penertiban oleh berbagai
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Tahun 2000, belum selurun Pemda memberikan respon terhadap kegiatan

penanggulangan masalah PETI. Padahal Pemda merupakan ujung tombak dari

e, 5

kegiatan ini. Menurut Sam Sumarno, Maraknya penambang tanpa izin (PETI)
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yang dimulai pada tahun 1997, mengakibatkan banyak pencemaran-
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pencemaran khususnya pencemaran sepanjang aliran sungai Batang Asai.

ts[Tlaly

disebabkan oleh limbah tambang tersebut, mengakibatkan tercemarnya aliran
sungai. *°

Di dalam penegakkan hukum ada dua sarana penegakkan hukum yang
dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu langkah preventif ( pengawasan ) dan
langkah represif ( penerapan sanksi ).

Pada kasus di atas, sarana penegakkan hukum preventif atau
pengawasan tidak dapat dilakukan lagi, karena disini posisi perusahaan

penambang emas tersebut ialah belum ada atau tidak ada izin pengoperasian,

e uosnuad ‘uododo) uounsniusd o) o

dan pada kasus tersebut terlihat bahwa penambangan tanpa izin tersebut sudah
lama beroperasi sebelum diketahuinya bahwa usaha-usaha tersebut tidak

mengantongi izin. Maka oleh karena itu tindakan yang dilakukan pemerintah

oins J:::"I:::!’,J!_ noo

% Wawancara dengan Sam Sumarno Sekdes Raden Anom Kec. Batang Asai, tanggal 22
Februari 2019, pukul, 11.20
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ialah melakukan penegakkan hukum dalam bentuk penerapan sanksi

(represif).
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Selain banyaknya perusahaan yang tidak memiliki izin usaha

DULINS NIN AW 01dio YoH @

pertambangan, juga aktifitas dari pertambangan tersebut telah merusak
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lingkungan dan merugikan masyarakat sekitarnya, karena terjadi pencemaran
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lingkungan, yaitu disebabkan oleh limbah tambang tersebut, mengakibatkan
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tercemarnya aliran sungai.

Q

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU No. 23 Tahun 1997 tentang

pengelolaan lingkungan hidup, bahwa ““ Pencemaran lingkungan hidup adalah
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masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau

komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga

kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan
hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya .

Maka pada kasus tersebut pemerintah dapat menerapkan sanksi

undodo yniued Woop iU sng oAIDY Yrunes ne

administrasi yang ada yaitu Bestuurdwang (paksaan pemerintah) dan
Dwangsom (Uang paksa).
Penerapan paksaan pemerintah merupakan bentuk sanksi administrasi

berupa karakter yuridis, ialah dilakukan dalm bentuk tindakan nyata untuk
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mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum
administrasi. Dalam penerapan paksaan pemerintah tidak melalui proses
peradilan, karena penerapan sanksi ini merupakan wewenang eksekutif
sebagai organ pemerintah, tepatnya dilaksanakan oleh Kepala daerah yang

dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Seperti yang disebutkan pada Pasal
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pertambangan serta menyita barang-barang terkait aktifitas pertambangan.
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_? 5 % memulihkan kembali fungsi lingkungan hidup yang telah tercemari.
f—i i— g Barang tambang diberikan Allah untuk dimanfaatkan bagi
5 ; kesejahteraan manusia. Dalam pemanfaatan sumber daya alam pertambangan
Q
r 5 hampir semua perusahaan pertambangan maupun pertambangan rakyat saat ini
= %
T— % lebih menitik beratkan pada faktor ekonomi dibanding faktor-faktor moral dan
F % etika lingkungan. Agama Islam mempunyai pandangan dan konsep yang
I 5
2 S

.-
bt



o

w

£

I

.23 T 71
» 33 o

:E 5 ~

§3 O

=} +

* Q
ool 3
oD og = . . .
a ? F 5 E = sangat jelas terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan sumber daya
85598
= 00 = C - - - -
e g Z alam, karena manusia pada dasarnya khalifah Allah di muka bumi yang
STT 25w
38583« - o . . : .
FE: S@ ¢ 3 diperintahkan tidak hanya untuk mencegah perilaku menyimpang (nahi
DOH Sy =
o0 =70 = o
8 7= o T F - . .
;J 32 ’-'? E‘ o munkar), tetapi juga untuk melakukan perilaku yang baik (amr ma ruf).
Q5 3¢
5293 3 .
ax~=~5¢& = Pelaksanaan pertambangan yang Islami harus berdasarkan proses dan
as5323
95838 Kkani ditentukan. Kegi bangan diawali d
S ELT: mekanisme yang ditentukan. Kegiatan pertambangan diawali dengan proses
2823
a o
82348 studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (stake
ao0%c

w5 D5

- =

holders), kemudian dilaksanakan dengan ramah lingkungan (green mining),

i 5. tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui
g2
5z pengawasan (monitoring) berkelanjutan, dan dilanjutkan dengan melakukan

reklamasi, restorasi dan rehabilitasi. Selain itu, pemanfaatan hasil tambang

o
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harus mendukung ketahanan nasional dan mewujudkan kesejahteraan
masyarakat sesuai dengan amanat UUD.Pelaksanaan pertambangan wajib
menghindari kerusakan (daf’u al-mafsadah), antara lain: menimbulkan
kerusakan ekosistem darat dan laut, menimbulkan pencemaran air serta
rusaknya daur hidrologi (siklus air), menyebabkan kepunahan atau
terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya,

menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global,
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mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar, dan mengancam kesehatan
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masyarakat.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Kementerian

T— Lingkungan Hidup dalam upaya merubah perilaku dan meningkatkan
F kesadaran umat muslim sebagai potensi terbesar bangsa, atas pentingnya
2
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perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber
daya alam (khusus pertambangan) harus sesuai dengan kaidah syariah. MUI

telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) No.
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14/MENLH/12/2010 dan Kep-621/MUI/XI1/2010 pada tanggal 15 Desember
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2010, telah disepakati bersama Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22
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Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Fatwa MUI ini

merupakan bentuk pendekatan moral dalam pelaksanaan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup. Adapun fatwa MUI ini bertujuan untuk :

I, D

1. Memperkuat penegakan hukum positif terutama dalam upaya

|
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mengendalikan kerusakan lingkungan di sektor pertambangan.
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2. Memberi penjelasan dan pemahaman yang benar pada seluruh lapisan

ts[Tlaly

masyarakat mengenai hukum normatif (keagamaan) terhadap beberapa
masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Sebagai salah satu upaya untuk menerapkan sanksi moral dan etika

undodo ynjusd Woop Ul SNy oAoy U run|jas

bagi pemangku kepentingan, termasuk masyarakat terhadap perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup, khususnya di sektor pertambangan.
Menurut Muslim banyaknya aparat penegak hukum terlibat dalam

penembangan emas ilegal dikarenakan lemahnya kontrol dari pusat baik dari
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kecamatan maupun dari tingkat kabupaten, disamping itu selama ini warga
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yang seharusnya melapor atas dampak negatif yang dirasakannya hanya diam

saja.™
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8 Wawancara dengan Muslim (Tokoh Masyarakat desa Raden Anom), tgl. 12 April 2019,
pukul.14.30
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Mengenai siapa yang tepatnya bertanggung jawab pada kasus di atas
ialah perorangan dan perusahaan yang melakukan aktifitas pertambangan

illegal tersebut.
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Bagi perusahaan yang melakukan usaha pertambangan emas tanpa izin
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tersebut dapat dikenakan sanksi uang paksa berupa uang sebagai ganti
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kerugian atas apa yang menimpa masyarakat yang merasakan dampak limbah

dari usaha pertambangan tersebut.

Bagi mereka atau orang yang berperan vital dalam pertambangan emas

I, D

tanpa izin tersebut, maka dapat dikenakan Pasal 31 ayat (1) UU No. 11 Tahun

|
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1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, yaitu “ Dihukum
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dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun dan/atau denda

ts[Tlaly

setinggi-tingginya Lima ratus ribu rupiah, barangsiapa yang tidak mempunyai
kuasa pertambangan melakukan usaha pertambangan .

Banyaknya perusahaan pertambangan yang belum mengantongi izin
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dari instansi terkait merupakan bukti bahwa masih lemahnya pengawasan
pemerintah Sarolangun  terhadap jalannya aktifitas pertambangan di
Kabupaten tersebut. Salah satu contohnya adalah usaha pertambangan emas di

sepanjang sungai Batang Asai pada kasus di atas.
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Penulis berkeyakinan bahwa dengan kejelasan dan ketegasan
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perumusan mengenai unsur-unsur tindak pidana PETI dan besarnya sanksi
pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana PETI yang

terdapat di dalam Undang-Undang, akan memudahkan penegak hukum pada
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setiap tahapan proses peradilan pidana untuk menerapkan Pasal tersebut dalam
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pengungkapan dan penyelesaian perkara PETI secara tegas dan adil. Dengan
demikian, penegakan hukum terhadap PETI akan mencapai tujuannya secara

efektif.
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Selanjutnya dengan mengingat bahwa PETI telah dijadikan sumber
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penghasilan alternatif oleh sebagian masyarakat yang tidak memiliki
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pekerjaan tetap, maka penegakan hukum pidana yang tegas dan adil terhadap

perbuatan PET] tersebut, harus pula diikuti dengan upaya-upaya yang bersifat

non penal atau upaya di luar hukum pidana untuk mempermudah rakyat

I, D

memberdayakan potensi pertambangan secara bertanggungjawab, demi
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ketahanan sosial ekonomi mereka.
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Penulis berpendapat bahwa upaya-upaya yang dapat dilakukan

ts[Tlaly

pemerintah antara lain adalah berupa penetapan sebagian wilayah yang
memiliki potensi pertambangan untuk dikelola khusus oleh pertambangan

rakyat, kemudahan prosedur dan Kkeringanan biaya perizinan untuk
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pertambangan rakyat, pendidikan  dan latihan yang  berkelanjutan
untuk meningkatkan kapasitas, kemampuan dan keahlian rakyat dalam
pemberdayaan potensi tambang secara bertanggungjawab dan berwawasan

lingkungan,bantuan peralatan dan pembukaan akses pasar terhadap
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hasilproduksi tambang rakyat.
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Melalui penelitian yang penulis lakukan, penambangan emas yang
beroperasi di sungai batang asai sudah melanggar ketentuan perundang-

undangan dan Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011. Melihat data dan fakta-
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fakta yang ada dilapangan penulis beranggapan pertambangan ini harus

JWD UPPRNIDS DUDUL UDUINS JO ASISAIUN DILUDIS| 24018

.-
bt

O DSIO0LL N



75

HIOONAYE YHYHL NYHLTS
o3 £

DUINS NIN AW 01diD YoH @

pemerintah kecamatan sesuai dengan kewenangannya melakukan tindakan

untuk mengatasi masalah PETI ini dan proaktif turun lihat kondisi
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masyarakatnya. Sudah ada berbagai upaya telah dilakukan pihak kecamatan,
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% i % A sepenuhnya diperhatikan dan dihentikan oleh pihak yang berwajib, pemerintah
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salah satunya upaya himbauan dan sosialisasi yang dilakukan bersama pihak
Kepolisian Resort dan pemerintah daerah Kecamatan Batang Asai, namun
dalam kenyataannya hal tersebut tidak berhasil dilakukan oleh Pemerintah
Kecamatan.®?

Dari hasil wawancara di atas kita melihat bahwa perlunya tidakan
yang nyata untuk memberantas Penambangan Emas Tanpa lzin, setidaknya
meminimalisir penambangan emas ilegal yang ada disepanjang sungai Batang
Asai. Menurut Asmawi, S.Pd (Kadus Desa Raden Anom) upaya untuk
menindak oknum yang melakukan penambangan emas ilegal sudah sering
dilakukan akan tetapi selalu terbentur oleh adanya aparat setempat yang ikut
serta dalam penambangan ini, sehingga sulit untuk dihilangkan.®®

Adapun penghambat dalam penegakan hukum atas keterlibatan
aparat desa menurut Ahmad Sarupi, kurangnya komunikasi antara pihak yang
sehingga masyarakat ada yang tidak mengetahui dampak dari penambangan
ilegal, kurangnya suport dari pemerintah kecamatan seperti sosialisasi kepada
masyarakat dll, adanya oknum aparat juga menjadi penghambat penegakan
hukum sehingga lamban untuk diproses.®

Di bawah ini akan kami jabarkan penghambat dalam penegakan
hukum atas keterlibatan aparat desa dalam tindak pidana Penambangan

Emas llegal Di Desa Raden Anom Kec. Batang Asai adalah sebagai berikut :

%2 \Wawancara dengan ibu Rita Puspita Sari (KAUR Umum Desa Raden Anom), tanggal 27

Februari 2019, pukul.13.50

%% Wawancara dengan Bapak Asmawi, S.Pd (Kadus Desa Raden Anom), tanggal 28 Februari

2019, pukul.11.00

® Wawancara dengan Bapak Ahmad Sarupi (KAUR Pemerintahan Desa Raden Anom),

tanggal 28 Februari 2019, pukul.09.10
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pertemuan untuk merumuskan, menyusun dan membuat agenda rencana

i tindakan penertiban di Kecamatan namun dalam pelaksanaan dilapangan
dZ tidak semua anggota dari Tim Terpadu Penertiban Kecamatan yang ikut

serta dalam penindakan penertiban. Hal ini disebabkan karena kurangnya
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komunikasi dari setiap anggota Tim Terpadu Penertiban.
2. Kurangnya Dana dan Fasilitas yang Terbatas
Pendanaandanfasilitas merupakan permasalahan yang sering
muncul dalam setiap melakukan kegiatan atau program pada organisasi
maupun instansi. Begitu pula dalam pelaksanaan penertiban PETI, yang
memerlukan dukungan dana dan fasilitas yang memadai. Seperti dalam

kegiatan rapat atau pertemuan, sosialisasi, edukasi, penyuluhan tentang
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Dampak dari aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) yang
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diadakan di Kantor Camat Batang Asai sebagai upaya penertiban PETI.

g Selain dukungan dana, pelaksanaan penertiban PETI juga
T— diperlukan fasilitas yang memadai untuk menunjang keberhasilan dalam
F melakukan tindakan penertiban PET]I, seperti sarana dan prasarana. Dalam
3
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3. Adanya Oknum yang Tidak Bertanggungjawab

Tidak dapat dipungkiri aktivitas penambangan emas tanpa izin
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(PETI) terdapat oknum dibelakang layar dan oknum tersebut memiliki
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kekuasaan di wilayah mereka seperti aparat desa, tokoh adat, dan ninik
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mamak. Mereka mengambil keuntungan dari aktivitas PETI yang menjadi

DUINS NIM X

pelindung bagi para pemilik modal.

ts[Tlaly

Sudah jelas sikap dari para oknum ini sudah menyalahi aturan
penertiban PETI dan merugikan banyak kalangan, meskipun tidak semua

oknum aparat yang ikut andil dalam hal tersebut. Alasan pertalian darah

undodo ynjusd Woop Ul SNy oAoy U run|jas

atau adanya hubungan keluarga, kerjasama dengan pemodal yang
memberikan suap kepada aparat keamanan berupa uang keamanan juga
menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan penertiban PETI.

Menurut informasi tambahan yang penulis dapatkan dari beberapa
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informan mengatakan bahwa juga terdapat oknum yang menjadi pemilik
modal dan menjadikan kerabat mereka sebagai pekerjanya. Sehingga saat

terjadi razia aktivitas PETI tersebut tidak dilakukan penertiban.
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4. Masyarakat
Masyarakat merupakan objek utama sebagai penentu keberhasilan

setiap kegiatan atau program yang akan dilaksanakan. Seperti halnya
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didalam penyelesaian persoalan PETI, sangat diperlukan dukungan dan
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partisipasi masyarakat dalam upaya penertiban PETI dan pemeliharaan
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lingkungan. Sehingga Tim Terpadu Penertiban dapat melaksanakan

tugasnya dengan baik dan tujuan dari kebijakan Pemerintah dapat berhasil.

Berdasarkan observasi di lapangan penulis menemukan bahwa

I, D

rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan
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kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada
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Tim penertiban mengenai keberadaan aktivitas PETI. diketahui bahwa

ts[Tlaly

pemilik modal terus berupaya untuk menjalankan aktivitas PETI
diberbagai daerah, mereka seolah-olah tidak kehabisan modal untuk

aktivitas liar tersebut dengan cara membeli lahan perkebunan atau lahan
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kosong milik masyarakat dengan harga yang berbeda-beda tergantung
letak dan jenis tanaman yang ada diatas lahan tersebut. Bahkan ada juga
masyarakat yang menyewakan lahan mereka kepada pemilik modal, tanpa

memikirkan dampak selanjutnya setelah lahan mereka yang rusak dan sulit
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untuk dimanfaatkan lagi karena aktivitas PETI. Hal ini menyebabkan Tim
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Terpadu Penertiban semakin sulit untuk menertibkan aktivitas PETI.
Berdasarkan penelitian penulis  menggunakan indikator-

indikator evaluasi diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan penertiban
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PETI yang ada di Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai yang
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dilakukan oleh Tim Terpadu Penertiban PETI dikatakan belum berhasil hal
tersebut terbukti dari masih adanya aktivitas PETI diberbagai daerah
meskipun akhir-akhir ini sudah berkurang. Hal tersebut disebabkan
kurangnya keselarasan dan keseriusan diantara anggota Tim dalam
melaksanakan Penertiban PETI diberbagai daerah, sehingga kebijakan
Pemerintah terhadap pembentukan Tim Terpadu Penertiban PETI menjadi

tidak efektif.

-

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengufip seboagian dan atau seluruh karya tulls ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
a. Pengufipan hanya unfuk kepentingon pendidikan, penelitiaon, penulisan karya imioh, penyusunan loporan, penulisan krifik atau finjouvan suatu masalah.
sinmam e amemns b Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
LA 2. Dilarang memperkanyak secogaion dan atau selursh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpaizin UIN Sutha Jamis
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Kemudian akibat aktifitas pertambangan emas tersebut menimbulkan
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pencemaran, kerusakan lingkungan hidup akibat limbah yang dihasilkan
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masyarakat setempat.

2. Setelahmelakukan beberapa wawancara dengan beberapa informan, maka

penulis menyimpulkan beberapa faktor penghambat dalam penegakan
hukum atas keterlibatan aparat desa dalam tindak pidana Penambangan

Emas llegal Di Desa Raden Anom Kec. Batang Asai adalah kurangnya
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komunikasi, Komunikasi merupakan hal terpenting dalam melakukan
berbagai kegitan termasuk dalam upaya penertiban PETI, hanya saja
komunikasi dan kerjasama antara Tim Terpadu penertiban adalah kurang

baik. Selain itu kurangnya dana dan fasilitas yang terbatas menyebabkan

|50 JagUUNS uDXiNgaAusLl Op uoywnuoauaw oduny i spng oAaoy yrunes noyo uop uoibogas dunbBusw Buouong *|

IGLIBr oyng NIn w2zl oduoy

penertiban PETI sulit untuk dilaksanakan oleh Tim sehingga memerlukan
usaha dan waktu yang cukup lama untuk memberantas atau menghentikan
aktivitas PETI tersebut. Adanya oknum yang tidak bertanggungjawab
yang membackup aktivitas PETI membuat Tim semakin sulit menertibkan

PETI dan kurangnya dukungan masyarakat merupakan faktor penghambat

67
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paling utama bagi Tim dalam menertibkan PETI di kecamatan Kuantan

Mudik, sehingga aktivitas PETI masih dilakukan masyarakat hingga
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sampai saat ini.
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1. Diharapkan kepada penambang yang beroperasi di sungai batang asai agar
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menghentikan penambangannya. Karena jika tidak, sumber daya alam

Q

yang dimiliki yaitu sungai akan kehilangan fungsinya. Seharusnya kita

meningkatkan fungsi dan manfaat sungai untuk kemaslahatan bersama.
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Kita juga tidak ingin mewariskan sumber daya alam yang cacat atau yang

rusak kepada generasi Kita yang akan datang.

2. Diharapakan kepada masyarakat setempat supaya berperan aktiv untuk
mengutuk keras dan mecegah adanya pertambangan yang beroperasi di

sungai batang pungkut. Sebagaimana kita ketahui masyarakat Desa Raden

undodo yniued Woop iU sng oAIDY Yrunes ne

Anom kecamatan Batang Asai dengan ekonomi menengah kebawah sangat
menggantungkan sekali kehidupannya pada sungai batang asai.
3. Diharapkan kepada pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah setempat,

tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cendikiawan, supaya meningkatkan
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sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga dan
meningkatkan fungsi dan manfaat sumber daya alam yang ada. Dan
kepada aparat penegak hukum supaya melakukan pengawasan yang ketat

terhadap perusakan lingkungan.
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Alam yang telah mengaruniakan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua
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sehingga kita senantiasa bersyukur dan akhirnya kami dapat juga
menyelesaikan skripsi ini walaupun sempat mengalami kendala-kendala baik

itu dalam penyusunan maupun dalam mencari ide-ide demi terselesainya
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skripsi ini.

ts[Tlaly

Penulis menyadari bahwa di dalam skripsi ini masih banyak kekurangan
yang perlu disempurnakan lagi. Perlu diberikan kritikan-kritikan dari tim
penguji, dosen pembimbing dan para pembaca yang budiman yang tentunya
untuk membangun dan menyempurnakan kekurangannya.

Semoga pengangkatan judul dan penulisan skripsi ini  mampu
memberikan kontribusi pada dunia pendidikan dan kontribusi pemikiran bagi

seluruh warga dan masyarakat juga kepada lembaga hukum agar kasus serupa
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pada pembahasan ini dikemudian hari tidak sampai terjadi timpang tindik

hukum yang itu membuat kebingungan ditengah masyarakat.
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